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SIGI - Ternyata Kabupat-
en Sigi meraih predikat
opini pengecualian, atau
dengan sebutan opini Wa-
jar Dengan Pengecualian
(WDP) dalam pemeriksaan
keuangan APBD Tahun An-
garan (TA) 2014, tidak han-
ya dipengaruhi dari penge-
lolaan asset daerah yang ti-
dakoptimal. Selainmasalah
assetdaerah, Badan Pemer-
iksaan Keuangan (BPK) RI
Perwakilan Sulawesi Ten-
gah, ternyata memperoleh
data temuan perjalanan di-
naskeluardaerahyangtidak

sesuai dengan tupoksinya. '

Ketua tim pemeriksaan
keuangan Kabupaten Sigi
dari BPK RI Perwakilan
Sulteng, Yusuf Purnamake-
pada sejumlah wartawan,

mengakuibahwaselain per-
soalanpenertibanassetdae-
rah, kabupaten Sigi pulater-
dapat adanya temuan per-
jalanan dinaskeluardaerah
tidaksesuaiperuntukannya.
“Memang benar, di sana
(Sigi) ada temuan perjala-
nan dinas yang digunakan
oleh oknum pejabat dae-
rah setempat,” ungkap Yu-
sufPurnamamenjawab per-
tanyaan awak media, di Ru-
ang Media Center Kantor
BPK Perwakilan Sulteng, di
Kota Palu, pada akhir pekan
kemarin.
Diamenambahkan, untuk
secarakeseluruhan temuan
perjalanan dinasdipastikan
senilaiRp900Juta, sementa-
ra yang dikembalikan baru
sekitar Rp 300 Juta. Adan-
ya temuan perjalanan di-
nas itu, dipengaruhi faktor
pertanggungjawaban yang
tidak sesuai, contoh seperti
bell Hotel yang tidak sesuai
realisasi, dan tiket pesawat
terbang yang tidak sesuai

harganya.

“Makanyakamipaksakan
para pejabat daerah setem-
pat, untuk mengembalikan
uang negarayang tidak ses-
uai pertanggungjawaban-
nya,” jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan
temuan-temuan yang di-
dapatkan dikabupaten Sigi,
secara skala prioritas. me-
mang tidak diperhitungkan
mendapatkan opini Wajar
TanpaPengecualian (WTP).
Karena opini pengecualian
yang diberikan 2014 lalu, ti-
dakadaperubahanyangsig-
nifikan dalam pengelolaan
keuangan dan assetdaerah.
Misalnya, inventarisasi as-
set daerah yang tidak dike-
tahuikeberadaanya. Beber-
apa alat elektronik dan me-
sinyang tidak tercover den-
gan jelas.

“Sehingga proses inventa-
risir asset itu tidak mendu-
kung perbaikan opini yang
kami berikan tahunini,” tu-
tupnya. (fir)




